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RINGKASAN

Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial ( UU PPHI ) merupakan jawaban atas berbagai persoalan
tentang perselisihan hubungan industrial yang semakin meningkat dan komplek.
UU PPHI ini diciptakan dan diundangkan sekaligus untuk mengganti UU No. 22
tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan UU No. 12 tahun
1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta yang dianggap
tidak lagi akomodatif dan kotra produktif dengan amanat reformasi. Sehingga
dengan diterbitkannya UU PPHI ini diharapkan dapat diwujudkan institusi dan
mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat adil
dan murah. Undang-undang merupakan produk hukum yang dibuat oleh manusia,
termasuk UU PPHI. Karena itu keberadaannya sarat dengan keterbatasan,
terutama menyangkut kaidah normatif yang harus dipenuhi. Karena itu secara
yuridis normatif denganpendekatan perundang-undanggrendekatan konsep
dan pendekatan kasuspenulis melakukan penelitian terhadap UU PPHI
khususnya tentang mediasi hubungan industrial sebagai alternatif penyelesaian
sengketa yang kini sedang dikembangkan sebagai lembaga penyelesaian
perselisihan yang murah, cepat, tepat dan adil dibandingkan penyelesaian
perselisihan melalui lembaga peradilan pada umumnya.

Penelitian ini dilakukan mengingat secara normatif dalam UU PPHI
khususnya yang menyangkut mediasi hubungan industrial dimungkinkan
terjadinya inkonsistensi hukum, konflik norma bahkan terjadinya keberpihakan
hukum. Potensi keberpihakan ini potensial terjadi terutama jika perselisihan
hubungan industrial tersebut terjadi di perusahaan dalam BUMN. Hasil penelitian
menunjukan ternyata secara normatif ditemukan inkonsistensi hukum menyangkut
mediasi hubungan industrial, dalam hal antara lain kerancuan pengertian antara
mediasi dan konsiliasi, otoritas tunggal mediator yang dilakukan oleh pegawai
Dinaskertrans, mediasi bukan lagi sebagai media alternatif, kewenangan mediator
melebih porsi standart, ketidaklayakan persyaratan untuk menjadi mediator,
konflik norma hingga intervensi pemerintah yang berlebihan dan bertolak
belakang dengan hakikat mediasi hubungan industrial itu sendiri. Berdasarkan
hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa perlu dilakukan revisi beberapa
ketentuan dalam UU PPHI, khususnya mengenai konsistensi mediasi hubungan
industrial dengan asas-asas mediasi sehingga konflik norma tidak akan terjadi dan
mediator dapat merefleksi kenetralannya. Dengan demikian, preskripsi yang
dihasilkan secara fungsional dapat memberikan kontribusi kepada semua pihak
khususnya mereka yang mempunyai kompetensi baik di bidang hukum
ketenagakerjaan maupun penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Di
samping itu, penelitian diharapkan dapat menjadi sebuah pertimbangan bagi para
legislatif yang bertugas untuk merevisi atau membuat peraturan perundang-
undangan.
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SUMMARY

Act No. 2 Year 2004 about Industrial Relationshisddte Resolution
(UU PPHI) is the answers of various problems of tha@ustrial relationship
dispute that become higher and more complex. Thitsvas made and enacted to
replace Act No. 22 Year 1957 about Labour Disgrgsolution and Act No. 12
Year 1964 about Work Relationship Severance at FEmwate Company
considered not accommodative and contra-produdtivéhe reform mandate.
With this enacted act, it is expected that theitunsdn and mechanism of
industrial relationship dispute resolution can balised in quick, on time, fair,
and cheap ways. Act is a product of law made by, nmatuding Act of industrial
Relationship Dispute Resolution (UU PPHI) . Fossthhe existence of it is fully
limited, especially the normative principle theiggtion regulation must fulfil.
From this point of view, in thfuridical-normative way with statute approach
conceptual approaghcase approachthe writer conducted a research on Act of
Industrial Relationship Dispute Resolution (UU PRHkpecially about industrial
relationship mediation as an alternative dispusmltgion which is now being
developed as a cheap, quick, on time and fair coadpt the dispute resolution
through the court institution in general.

This research was conducted because normatively oActndustrial
Relationship Dispute Resolution (UU PPHI), espégiabbout industrial
relationship mediation, caused the emerge of legainsistence, norm conflict
and even unfairness of law. This unfairness pgtevauld take place if industrial
relationship dispute happened in a company inahm fof State Corporation. The
research result indicated that in reality the legalonsistency related to the
industrial relationship mediation was normativebuid in case of the confused
meaning of mediation and conciliation, the mediat@ingle authority by the
officer of Transmigration and Manpower Departmehg mediation as not any
longer as the alternative media, the improperndsseequirement for being a
mediator, the norm conflict leading to the governinatervention that exceeded
and was contrary to the essence of industrialioglship mediation itself. Based
on the result of the research, it can be concltidatiit is necessary to revise some
stipulations in Act of Industrial Relationship Digp Resolution (UU PPHI),
especially about the consistency of industrial trefeship mediation with the
principles of mediation in order the norm confliglll not take place and the
mediator can reflect his or her neutrality. Frong ftoint of view, the functionally
resulted prescription can contribute to all theesiegspecially those who have
competence of both labour law and industrial refethip dispute resolution. In
addition, it can hopefully become a considerationthe legisiatives whose duty
to revise or make the regulation of legislation.
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